WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR 5l

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 9! TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Magelang;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota  Kecil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa

Barat;



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 595)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Magelang Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
MAGELANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana  Daerah, yang
selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Magelang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.
Jabatan Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Tinggi pada
instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.



10.

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagan Susunan Organisasi adalah bagan yang
memperlihatkan adanya saling keterkaitan
berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian

wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat suburusan bencana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota.

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
membawahkan:
a. Seksi Pencegahan; dan
b. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:

a. Seksi Kedaruratan; dan



(2)

(7)

b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

membawahkan:

a. Seksi Rehabilitasi; dan

b. Seksi Rekonstruksi.
d. kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 4
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.
Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sekretariat pada BPBD dipimpin oleh Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana.
Bidang pada BPBD dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana.
Subbagian pada Sekretariat di BPBD dipimpin oleh
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Seksi pada Bidang di BPBD dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.
Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD melaksanakan
tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
melalui Sekretaris, Kepala Bidang, dan/atau Kepala
Seksi/Kepala Subbagian sesuai dengan jenis dan jenjang
jabatannya  yang  memiliki  keterkaitan dengan

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.



(1)

(2)

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

BPBD bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan

penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat

tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BPBD membantu Walikota melaksanakan tugas

pembantuan.

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan  kebijakan teknis penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara
adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan
setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi
secara adil dan setara, serta penanganan pengungsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara,
serta  penanganan pengungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPBD; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



(4) Penjabaran tugas dan fungsi BPBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

BABV
UNSUR PENGARAH

Pasal 6
Ketentuan mengenai Unsur Pengarah BPBD dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

(I) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan
fugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan
fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. sinkronisasi data;
b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

(3) Setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok
jabatan fungsional pada BPBD menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan BPBD maupun antarunit Perangkat Daerah.

(4) Setiap pimpinan dan unit organisasi pada BPBD dalam
melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip
perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing.



(1)

Setiap pimpinan dan unit organisasi pada BPBD
menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungan masing-masing.

Setiap pimpinan dan unit organisasi pada BPBD
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan

dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 8
Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama atau setara eselon IIb.
Sekretaris dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan
Jabatan Administrator atau setara Jabatan Eselon IIIb.
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPBD
merupakan jabatan pengawas atau setara Jabatan Eselon
IVa.

Pasal 9
Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, pada BPBD terdapat jabatan pelaksana dan
Jabatan Fungsional.
Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kepala Pelaksana BPBD menyusun analisis jabatan,
analisis beban kerja, dan peta jabatan terhadap seluruh
jabatan di lingkup BPBD.
Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat
Daerah yang mempunyai tugas bidang Penanggulangan
Bencana yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan
Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal & Cecember 202/

MAGELANG,
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Diundangkan di Magelang

pada tanggal 6 December 202]
SERRETARIS(DAERAH KOTA MAGELANG,

—
BERIADAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR &/

T ——
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LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR & TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA MAGELANG
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 5| TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas

menetapkan kebijakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana,

saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1.

menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai
penanganan bencana dan peta rawan bencana;

melaksanakan  pemantauan dan  evaluasi  penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

melaksanakan pemantauan penyelenggaraan  penanggulangan
bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau
secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian
standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana
pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat serta penangangan pengungsi; dan
memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana

pada pasca bencana.
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NAMA JABATAN : KEPALA PELAKSANA BPBD

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana
daerah meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca
bencana secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi

pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala

Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;

b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program
dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional

di lingkup tugasnya.

URAIAN TUGAS

a. merumuskan dan menetapkan dokumen Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sub urusan bencana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
acuan pelaksanaan kegiatan;

b. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sub urusan bencana
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;

c. merumuskan kebijakan sub urusan bencana sesuai dengan
program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
bencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditentukan;
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mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi
vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana,;
merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang bencana
berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi
untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik;

mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang
berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai
kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran
informasi publik;

mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan indikator
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka
mencapai sasaran dan tujuan organisasi;

mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan
program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan = Anggaran (DPA) bidang  bencana  agar
penyelenggarannya tepat sasaran dan tujuan yang telah
ditentukan;

mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses
pengadaaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan,
kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pemerintahan bidang bencana sesuai dengan rencana program
dan kegiatan yeng telah ditetapkan dalam rangka perbaikan
kinerja;

merumuskan laporan di bidang bencana berdasarkan data dan
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Walikota;

dan
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n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN : SEKRETARIS

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD

dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan

umum dan kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan
rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan
laporan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup
Sekretariat;

c. pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum
dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di
lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan
Sekretariat.

URAIAN TUGAS :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;

b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
di lingkup Sekretariat;

f.  memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh
bidang di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;
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melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan
dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengawasl dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup
Sekretariat;

mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan
kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan Sekretariat;

memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan;

melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN

TUGAS

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana
program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan

keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URAIAN TUGAS

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program
dan Keuangan;

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan usulan dari
Sekretariat dan masing-masing bidang;

d. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan
usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang serta
penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;

e. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam
rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program
dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

i. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;

1. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan;
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m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

TUGAS

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat,
kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi

kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URAIAN TUGAS

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

b. melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan
kearsipan;

c. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan
di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga
fungsional di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan
fungsinya;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

1. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan;

j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan
pelaksanaan  tugas/ kegiatan  Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana
serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan  pada  prabencana  serta  pemberdayaan
masyarakat;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada  prabencana serta  pemberdayaan

masyarakat.

URAIAN TUGAS

a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan sesual peraturan tentang penyelenggaraan

penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan
kesiapsiagaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar tepat sasaran dan tujuan
yang telah ditentukan;

menyusun rancangan inovasi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan
analisa guna  efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait
sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib

pelaksanaan tugas.
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NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

TUGAS

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan

pencegahan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

URAIAN TUGAS

a.

menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi
Pencegahan sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan
organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana kerja dan
anggaran;

melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis
Seksi Pencegahan sesuai peraturan tentang penanggulangan
bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan
dan mitigasi pada pra bencana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan
persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sesuai
prosedur dan ketentuan guna kelancaran tugas;

melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan sosialisasi,
bimbingan, dan pembinaan dalam rangka pengembangan
budaya sadar bencana;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi guna
pemaduan dalam penyusunan standar teknis penanggulangan
dan analisa resiko bencana lainnya;

melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Pencegahan
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pencegahan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
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menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan secara
efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN

TUGAS

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan

kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

URAIAN TUGAS

a.

menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi
Kesiapsiagaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan
kebutuhan organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana
kerja dan anggaran;

melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi
Kesiapsiagaan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kesiapsiagaan
pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,;

melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan
teknis dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan
analisa kebutuhan guna peningkatan kapasitas aparatur dalam
penanggulangan bencana;

melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan
perencanaan penanggulangan melalui pemberdayaan
masyarakat guna terwujudnya kesadaran masyarakat dalam
kesiapsiagaan terhadap bencana;

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis
kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat pra bencana
guna keterpaduan pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengorganisasian pemasangan informasi daerah
rawan bencana, rambu dan jalur evakuasi serta pengujian
sistem peringatan dini (early wamning system) secara efektif

untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana;
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melaksanakan pemantauan daerah rawan bencana secara
berkala meliputi identifikasi, pengenalan, dan pengkajian
terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana guna
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi
terkait kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana serta
pemberdayaan masyarakat;

melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Kesiapsiagaan
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan
secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN
LOGISTIK

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas
membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan
logistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik;

€. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan

logistik.

URAIAN TUGAS :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Kedaruratan
dan Logistik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Kedaruratan
dan Logistik sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana

daerah sebagai pedoman pelaksnaan tugas;
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menyelenggarakan program dan kegiatan kedaruratan sesuai
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang
kegiatan pelayanan publik;

menyelenggarakan program dan kegiatan logistik dan peralatan
sesual dengan Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) guna
menunjang kegiatan pelayanan publik;

menyusun rancangan inovasi Bidang Kedaruratan dan Logistik
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait
sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan
Logistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas kedaruratan dan logistik
secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib

pelaksanaan tugas.
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NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KEDARURATAN

TUGAS

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan kedaruratan

bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS

a.

menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi
Kedaruratan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi
Kedaruratan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat dan
penanganan pengungsi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

melaksanakan kebijakan operasional teknis penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi
sesuai dengan ketentuan guna kelancaran tugas ;

melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi
terkait pada saat penanganan darurat guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi guna
pemaduan dalam perencanaan tanggap darurat dan penanganan
pengungsi;

melaksanakan program pelatihan petugas operasional tanggap
darurat secara berkala dalam usaha pemeliharaan keterampilan
dan peningkatan mutu kinerja organisasi;

melaksanakan identifikasi dan pengkajian secara cepat dan
tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan
kerusakan sarana prasarana guna penentuan status darurat;
melaksanakan identifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan
umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam
maupun buatan pada saat terjadi bencana sesuai prosedur yang

ditetapkan;
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melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan
guna pengendalian kegiatan;

melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Kedaruratan
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa data guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Kedaruratan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan secara
efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI LOGISTIK DAN
PERALATAN

TUGAS

Kepala Seksi Logistik dan Peralatan mempunyail tugas membantu
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan
penyediaan dukungan logistik dan peralatan bencana sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS

a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Logistik
dan Peralatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

b. melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi
Logistik dan Peralatan sesuai peraturan tentang
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dukungan logistik
dan peralatan sesuai peraturan perundang-undangan,;

d. melaksanakan kebijakan operasional teknis penyediaan
dukungan logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat
sesuai ketentuan guna kelancaran tugas;

e. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi
terkait pada saat penyediaan dukungan logistik dan peralatan
guna keterpaduan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan penyiapan dan memelihara sarana operasional
penanganan bencana serta menginformasikan kondisi peralatan
teknis operasional secara berkala guna kelancaran tugas;

g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban
bencana sesuai pedoman pelaksanaan agar tepat sasaraan,

h. melaksanakan bimbingan teknis manajemen logistik dan
peralatan sesuai analisis kebutuhan guna peningkatan
kapasitas SDM aparatur;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyediaan
dukungan logistik dan peralatan pada saat penanganan bencana

guna pengendalian kegiatan ;
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melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Logistik dan
Peralatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa
guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik;

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Logistik
dan Peralatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Logistik dan
Peralatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN . KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas
membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada pascabencana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
pascabencana;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

pascabencana.

URAIAN TUGAS :

a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sesuai peraturan tentang penanggulangan
bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyelenggarakan program dan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;

d. menyusun rancangan inovasi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa
guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik;
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mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait
sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

pelaksanaan tugas.
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NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI REHABILITASI

TUGAS

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan rehabilitasi

pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS:

a.

menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi
Rehabilitasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan
kebutuhan organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana
kerja dan anggran;

melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi
Rehabilitasi  sesuai peraturan tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
yvang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan
rehabilitasi pada pasca bencana sesuai pedoman pelaksanaan
guna keterpaduan pelaksanaan tugas;

melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi
terkait pada pasca bencana sesuai prosedur dan ketentuan guna
keterpaduan pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai
prosedur dan ketentuan guna pemulihan sosial, ekonomi,
budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan
fungsi pelayanan publik;

melaksanakan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana
umum serta rumah masyarakat terdampak pasca bencana
secara terpadu agar dapat berfungsi secara normal;
melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Rehabilitasi
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik;
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mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Rehabilitasi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi secara
efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mendukung kinerja organisasi.
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NAMA JABATAN . KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI

TUGAS

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan

rekonstruksi pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

URAIAN TUGAS :

el

menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi
Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi
Rekonstruksi sesuai peraturan tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai
prosedur dan ketentuan guna pembangunan kembali prasarana
dan sarana sosial masyarakat;

memfasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya,
fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam
masyarakat terdampak bencana untuk mempercepat kegiatan
pemulihan pasca bencana ;

melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan
penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai
dengan ketentuan guna mengurangi kerusakan akibat bencana;
mengadakan rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang
diakibatkan oleh konflik secara terpadu guna pemulihan kondisi
kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana;
melaksanakan  pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan
pelaksanaan rekonstruksi pada pasca bencana sesuai dengan
ketentuan guna pengendalian tugas ;
menyusun konsep rancangan inovasi Seksi Rekonstruksi
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik;



- 37 =

mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi sesuai
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi secara
efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib

pelaksanaan tugas.
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